BAB V

ANALISA TINDAK PIDANA MAKAR DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

A. Dari segl motivasi perbuatannyn

Tentang apa yang dimaksud dengan "mokar" itu sen-
diri dalam hukum positif, tolah diatur dalam pasal 87
KUHP, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab yang
terdahulu, sedangkan yang dimaksud dengan tindak 'pidana
makar diatur dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, Pe-
rumusan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tin
dak pidana mekar adalah suatu kejahatan yang di  tujukan
terhadap kecamunan nogura yang berlator belakang politik.

Untuk membulctikan bahwa motivasl dari tindoak pida-
na mokar itu adalah adanya belakang politik, maka harus

bertolak pada unsur-unsur tindak pidana makar itu sen-
diri.

D1 dalam pasal 104 KUHP,salah satu unsur makar ia-
lah dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden,

Di dolam pasal 106 KUHP, salah satu unsur makar ia
lah dongan maksud supaya wilayah seluruhnya atau sebagi-
an jatuh ketangan musuh.

Di dalew pasal 107 KUNP, soalab satu unsur mokar ia
lah dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan.

D1 dalam pasal 108 KUHP, salah satu unsur makar
ialah melawan pemerintah dengan sengaja.
. Pembunuhan terhadap diri Prosiden atau Wakil Pre-

siden dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan biasa(nor-

mal) otau dalam suasana politik, maka pembunuhon tor-
sebut adalah merupakan ke jahatan politik,

Sesuail dengan pendapat Prof.Wiryono Prodjodikoro -

yang mengatakan bahwa serangan atau pembunuhan terhadap
seorang Presiden atau Wakil Presiden selalu dihubungkan
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dengan politik, karena scorang Presiden atau Wakil Pre-
siden adalaoh merupakan figur politik dari suatu negara.
Sehingga apabila terjadi pembunuhan atas diri Presiden
atau Wakil Presiden dan atau wilayah seluruhnya atau

scbagian jatuh ketangan musuh dan atau untuk mengguling
kan pemerintahan dan atau melawan pererintah dengan sen

jota adalah jolas torbukti bahwa ke jahatan tersebut ber
tonuen politik, atau ke jahatan yang mnurut sifatnya se
cara langsung ditujukan kepada Presiden atau wakil Pre-
siden adalah seorang yang memegang kckuasaan pemcrinta-
han (jadi ada tujuan politiknya), kejahatan ini  dapat
disebut sebagai ke jahatan politik, sohingga terbukti di
sini dengzan jelas bahwa motivasi dardl tindak pidana ma-
kar adalah politik.

Dalam Hukum Islom tidok setiap tindak pidana yang
mempunyal tujuan atau tondensi politik disebut tindak
pidana politik, tetapi situasi dan kondisi suatu negara
dimana perbuatan itu dilakukan merupakan faktor essen -
sial wiuk menetapkan suatu tindak pidana politik.Sebap
tindok pidana politik tidak timbul dalam situasi biasa,
sobasnimana dikatakan olch Abdul wodir Audah, bahwa se-

sungguhnya terjadinya tindak pidana politik tidak dalam
situasi soperti biasa, melainkan atas dasar Negara da-

lam keadaan darurat perang, sclanjutuya beliau mengata-
koan: Apabila bangkit segolongan daril rakyat untuk  me-
nentang Pemerintah dengan sebaglan rakyatnya yang ke -
luar dari pemer:i.nt.ahrm.2

Totapi apabila perbuatan tersebut dilakukan sedang Ne-
zara dalam keadaan aman/biasa, maka disebut tindak plda

na biasa.

lWiryono Prodjodikoro, Prof.Dr.SH, Iindak - tindak
Pidong Tertentu di Indoncsia, 1980, hal. 205

2)bdul wodir Audah, At-Tasyriul Jinaiy Fil Fighil
Isl I, Maktabah Darul Ghurubah, Mesir, 1961,hnl.101.
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Sedangkan dalam tindak pidana makar tidak memper-

hatikan faktor situasi dan kondisi pada waktu ke jahatan
itu dilakukan, yang penting perbuatan itu mempunyai ten
densi politik dan dapat mombahayakan Pemerintah atau
Negara, walaupun dilakukan Negara dalam keadaan  aman.
Inilah perbedaan pokok antara Hulkum Pidana Islom dan
Hukum Pidana Positif.
Dengan demikian tindak pidana makar dalam Hukum Pidana
Positif adalah merupakan tindak pidana politik, tetapi
tindak pidana makar dalam hukum positif belum tentu tin
dak pidana politik dalam hukum pidana Islanm.

Tindak pidana politik dolam hukum pidana Islam di
sebut pemberontakan, scbagaimana dikalangan fuqoha' me-
- nyebut tindak pidana politik atau" Jarimah Politik" se-
bagai Al-Baghyu (pemborentakan) dan pelaku-pelakunya di
sebut "Al-Bughot" atau Al-Fiyatul baghiyah (pemberontak/
golongan pombcrcntak).3

Adapun yang dikatakan pemberontak ialoh:. "Orang
yang molakukan serbuatan dengan kekuatannya atau dengan
jdiolozinya uituk mengadakan pcrubahan-perubahan  atau
ko kacauan-kekacanan dalam struktur poraturan hukum,atau
lotentraman pemerintah, atau orang yang dengan sengaja
melarang wituk taat kepada Pemox‘:l.m:ah.Lb

Ketontuan ini didasarkan atas kejadian  sejarah,
yaitu pembunuhan khalifah Abi bin Abi Thalib oleh -se-
orang bernama Abdurrahman bin Mujam, untuk maksud- mak-
sud politik. Khalitah Alil berkato kopada Al-Hasan putra
nya, sebagal berikut: "Tawanlah dia baik-baik,kalau sa-

3Hanafi, A. MA, Azgs-pzas Hukum Pidana Islam, Bu-
lan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1967, hala 28-29,

hﬂbdur wadir Audah, Op.cit, hal. 545.
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ya hidup, moka akulah yoang berkuasa atas jiwaku, dan
kalau aku mati, maka bunuhlah dia seperti dia membunuh
aku.6

Fokta scjorah menunjukkan, bahwa pada masa Nabi
Muhammad saw. sudah ada golongon-golongan pembangkang
dan pemborontak yang sifatnyn oposisi terhadap Pemo-
rintah yang didirikan oleh Nabi Muhommd saw. Kelompok
kolompok ini terdirl dari kaum Yahudi dan Munafiqin
yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka berusaha
melumpuhkan  perjuengsan  Islam, densan memfitnah  dan
- menghasud, mengacau den membuat blok-blok serta mong-

adakan persekongkolian dengan kaum Guralsy, dan selan-
jutnya menyerang umat Islam supaya h.ancur.7
Perbuatan yang dilakukau oleh golongan Yahudi

dan Mmunaiiqin terscbut adalah termasuk pemberontakan ,

karena syarat-syarat bagi ormxg-orang atau golongan-go

longan mnusia yong discbut sebagai pemberontak sudah
terpenuhi yoitu:

1. Mempunyai kekuatan bila tentara serta senjata untuk
moimbe rontak terhadap imamnya (kepala Negara).

2. mempunyai pimpinan yang ditaati oleh morcka.

3, mereka berbuat demikian, disebabkan karoma timbul-
nya perbedaan dengan imamnya (Xepala Negara) menge-
nai politik pemerintahannya, sehingga mercka  ber-
anggapan bahwa pemborontak itu menjadi koharusan
baginya.8

6Hanafi, A. MA, Op.cit, hal. 28

7H. soenal Abidin Ahmad, “Llmu Politik Islam _II

Konsepsi Politik dan Ideologi Islam, Bulan Bintang,Ja-
karta, 1977, hal. 187.

H.ioh.Andar, Figh Islam, Al Maarif, Bandung,l99
hal. 197.
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B. Dari sogil sasaran yong dituju dalam vpeloksanasn

Islam tidak menghendaki perpecahan dalam suctu
bangsa demilkion pula Islam mengecam adanya us2ha men-
dirikan Hegara dalam suctu  negara. Untuk itu apabila
ada wusaha dari sekelowmpok anggota musyarakat yang
ingin memaksakan kehondaknya secara illegal hendak men
dirikan Nezara dengan jalan meruntuhkan Negara dari
dalam dan menggulingkan Pemerintahan yang sah, maka
poerbuatan tersebut tidok dapat dibenarkan, sebab me-
rupakan suatu perlawanan terhadap Pemerintah yang sah.
Nabi Muhamnnd telah memerintahkar agar rakyat senanti-
cso toat kepada peuguasa, tidak melakukan suatu perla-
wanan sclama penguasa tidak memorintahkan kepada mak-
siat dan menzingkeri Allah, sebagaimana dalam sabdanya
yang berbuiiyl:

wwkaN‘MWJ G""“‘Li 4.3.3”__‘?‘ C‘Lﬁ ey

Artinya: "Barang siapa mentaatiku berarti mentaati Al-
lah, dan barang siapa meabangkang terhadapku
berarti membangkang terihadap Allah, dan ba-
rans siapa mentaati Amir (Kerala Negara) atan
penguasa berarti mentaatiku, dan barang slapa
mmbangkang terhadap Amir berartl msmbangkang
terhodarku".9

Dengan dasar hndits ini dapat diambil pengertian
balwa segala bentuk perlawanan terhadap Penguasa yang
sah adaluh bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

: 9Imam Muelim, Shohibul Muslim, Mathba'ah Isa Al
Chalaby, Mesir, Juz 11, hal. 129.
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Islam tidak memperbolehkan dalam suatu Negara ada
dua Kepala Negara dalam suatu Negara yang disitu sudah
ada Kepala Negara darl hasil pengangkatan yang sah, se-
bagaimana dikatakan oleh Al-Bazhdadi: Tidak boleh ada
dalam suatu waktu (masa) dua Kepala Negara yang  kedua
dunnya wajib ditaati. Domikian pula Imamul Heramain ber
kata: Mengangkat dua orang wtuk masing-msing menjadi
Kepala Negara disuatu wilayah yang tidak luas,tidak da-
pat dibenarkan.lo

Dengan demikian jelaslah, bahwa Islam menghenda-
ki kesatuan Pemmrintah demi niolzgalang porsatuan umat/
bangsa. inilah yang dipakai oleh para Ulamn! sebagail
dasar untuk mombangun hukumn dalam menetapkan tidak bo-
leh adanya dua Kepala Negara dolam suatu Negara, baik
secara mutlak maupun secaran terbatas. Banyak ayat-ayat
dan hadits-hadits yang mengajarkan agar umat Islam ber-

" satu padu dan melarang mereka bercerai beral. Misalnya
dalam surat Ali Imron ayat 105 yang berbunyil:

Artinya: "Jangoanlah kamu seperti orang yang be rpecah

belah dan beresilang sengketa eesuaah datang ke
padanya bukti yang terang".ll

Juga dalam surat Al-Anfal ayat L6 yang berbunyi:

a5y bladas ley UsYy ity o0 Myay L,
'u——-—.:J-:L&J‘ é"‘“‘ A_Lj‘ Q.‘ 1)1"-‘""‘"“"‘){"‘&‘»)

loHasbi Ash-Shiddieqi, Prof.Dr, Ilmu Kensgaraan
dplam Figh lglam, Bulan bintang, Jakurta, hal, 76-77.

llDopartcmen Agama RI, Al-gur-an dan Terjomaohnya
Yoya san Penyelcnggara Penterjomah Al-Qur-an, Jokarta,
1971, hal. 93.
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Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan RasulNya dan ja-
nganlah bertongkar sesamamu, nanti kamu men-
Jadi lemah dan hilang kekuatan ini. Dan tabah
lah, sesungguhnya Allah bersama crang-crang
yang tabah.12 '
Ayat-ayat tersebut menunjukkan, bahwa persatuan dan
ko satuan adaloh suatu kewajiban yang paling ponting
untuk menjaga keutuhan umat Islam.
Boahkan Nabi 1lebih keras 1lagl dolam menghadapi
orcng-orang yang berubah memisahkan persatuan dan
kesatuan sebagaimana dalam sebuah haditsnya yong ber-

bunyi:

- b JU e G2 TRt (2 e s sy
Sty SUlows Upie vy e AU e U Uyee
. 1z 3L r—i-‘-——‘ b J;—-'—'\—.'oi e B

J(r-l-——-“--?r—"“)

Artinya: bLori urfujah bin Syuraih ia berkata: Saya mon-
dengar Rasulullah saw. borsabda: Barang siapa
yang datang pada kalian sedangkan kalian dalam
jama'ah, ia hendak memecah kalian, maka bunuh-
lah ia. Dikeluarkan olech Musliim.13

Tak ada seoranugpun yang mcmbantah, setelah  mongetahul
nash-nash yang tegas ini, bahwa umat lslam harusloh me-
‘rupakan umat yang tunggal. Demikian pula umat Islam di
Indonesia, agar persatuan dan ke satuan dapat berdiri
tegak dongan megahnya.

12
Ibid, hal. 268
lBMuh. Syarif Sunadi, Ierle n Bulughel WM

Al Maarif, Bandung, 1980, hal. Lbk.
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tapi wolaupun deadikian tukanlah berarti, bahwa da-
lom Ielom tidak dlpertolehlan untuk mengadakon rovolusi,
dengan jalon membercntak kepada Fengeasa yang sah. Hal
ini dapat caibenarxan, apabila velaku revolusi torsebut
dapat membuktikan bahwa penguasa yang sah teloh mengada-
kan penyclewengan dan menggunakan jabatannya umtuk kepen
tingan pribadi, dengan mﬁnindas rakyat dan menumpas me-
reka yang tidak scjalan dengan garis politiknya. Sebagai
mana dikatakan oleh Ibnu Siena sebagai berikut:

Tidok ada suatu hal sctelah beriman kepada Nabi yang
lebih mendekatlkon kcpada Tuhan melebihl akan pekerja-
an membasmi orang-orang yang membasmi  orang - orang
yang merampas knkuasaan sah. Tetapi kalau pemberontak
dapat membuktikan bahwa (kepala Hegara) pemegang ko-
kuasaan tidak benar dan mempunyal keckurangan-kekurang
an, sedang segala kekurangan itu tidak terdapat pada
pembe rontak (pemimpin revolusi) itu, maka sudah sg-
layaknya rakyat Negara harus menyetujuinya.ll

Demikian pula, H. zaiml Abidin Ahmad telah membe-

rikan penjelasan sebagai berikut:

Pendapat tersebut monunjukkan kebesaran - Ibnu Sicna
dan jauh pendangannya. cleskipun dia mengakui dosa yang
paling besar adalah memberontak kepada pemerintah yng
sah, dan dianggapnya sebagal suatu kewajiban yang pa-
ling suci dan paling mendekatkan kepada Tuhan, ialah
rembasmi segala kaum pengacan Negara, tetapl dia me-
mahami akan "Hukum Revolusi" jika dapat membuktikan
balwa Pemerintah yang sah sudah nenyeleweng, dan pem-
berontak adalah kerdiri pada jalan yang benar,maka di
anjurkannya supaya rcevolusi itu harus dibenarkan, dan
seluruh rakyat berhak ikut dalam revolusi yang dilaku
kan.l5

lhﬂ. Zoinal Abidin Ahmad, Negarp Adil dan  Makmur
Menurut Ibnu Sienn, Bulan Bintang, Jakarta, 1974,hal.263

151pid, hal. 263.
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5
Dalam pada itu Imom Ghozali menyetujul adanya "Hu-
kum Revolusi', apabila Kepala Kepala Negara telah melaku
kan pelanggaran dan bersifat zalim serta keadaan  lemah,
Tapi meskipun demikian Al Ghazall dengan hati-hati 59~
kali monganjurkan untuk mempe rtimbangkan kepada  rakyat
supaya memilih satu dari dun Jalans; yaitu:
~a. 'Azal, yaitu rakyat menggunckan haknya memocat Kepala
Negara atau menjatuhkan Pemerintah, jika mereka cukup
kemampuan (Syaukah) untuk menzembalikan keamanan,atau
b. 'Uzlah, yaitu rakyat itu menjauhkan diri atau bersi-
fat non koperatif terhadap Kepala Negara atau Pemerin
tah bersebut;]Jlka worcka tidak cukup menyukal kemom-
puan. 10

Demikian pula frof. Ahmad shalaby mencrangkan:

Kepada pomberontak itulah rupanya fikiran tertuju,
akan tetapi haruslah difahamkan dengan jelas bahwa
pemberontakan yang dibolchkan untuk memeecat Kepala
Negaru atau Pemerintahan yang zalim ialah pembcronta-
kan yang tiada mengakibatkun bahaya.Pemberontakan yng

semacam ini telah terjadi di Mosir, yang berhasil me-
numbungkan singgasana Farouk.l7

Dari uraian tersebut di atas, Jelaslah bahwa  di-
antara para Ylama' wembolehkan wituk me ngadakan revolusi
terhadap Kopala Hegara atau penguasa yang telah melang-
gar konstitusi Negara dam bertindak zalim. Tapl sebelum
me ngo jukan keberatan-keberatan terhadap penguasa yang
ada, maka terlebih dahulu harus mengadakan upaya secara
legal lowat waikilewokil rakyat yang ada dalam pemerintah
on. Kulou eara ini tidok berhasil, baruleh rakyat — mom-

léH Zainal Abidin Ahmnd, Konsepsi Negara Bermoral
Venurut Imom A Ghozali, Bulan Bintang, Jakarta, 1975,

hall 325. ,!

17Ahmad Salaby, Prof.br, Negqgg dan Pemerintahan -
Dalam Islam, Surabaya, 1975, hale 53.
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bentuk scmacam organisasi yang teratur yang mempunyai
" pengaruh. Semakin besar pengaruhnya terhadap rakyat,
semakin hobat kekuatannya dalam melakukan perlawanan,
kemudian barulah dilakukan saling berebut pengaruh,
dengan menghindarkan sebaik mungkin pertumbuhan darah.

C. Dari sezi bentuk hukumnnya

Pada bab yaug terdahulu teluh dijelaskan  bahwa
hukuman yang dijatuhlan bagi tindak pidana mokar yung
tercantum dalam pasal 104, L06, 107 dan 108 KUHP,telah
disebutkan bahwa hukumannya adolah hukumn mati, atau
pidana seumur hidup atau pidana ponjara selama-lamanya
20 tahun. ‘

Dikalangan.fuqoha’ "Jarimah politik" disebut "al
baghyu" dan pembuat-pembuatnya discbut "al-bughot"atau
atau Al-figtul baghiyah.18 Sedangkan bentuk hukuman
yang dijatuhkan ialah memerangi mereka. Lain halnya de
ngan hirobah (penggangsu keamanan), dimana bentuk hu-
kumannya ianlah hukuman bicsa, hukuman mti dengan sa-
1ib, potong tangan dengan koki dan pengasingan. Keten-
tuan tersebut scsuai dengan firman Allah dalam  surat
£l iMaidah ayat 33 berbunyil scbagai berikut:

3 P op s o, 5 W G b o 3 Lt
JUPNTSS PRpURIIN [P SR T30 I PO WIS 16 U FPN ) O G-

. ._,';’.:Nl L')"“ !’:g_“__.i ,Si t.;:| w

Artinya: Seosungguhnya balasan mercka yang momorangi Al

lah dan RasulNya serta mengusahakan kerusakan

di negeri ialah agar mercka dibunuh, atau di-

sallb, atau dipotong tangan don kakinya ber-

selang seling, atau mercka diasingkan dari
negeri.l9 '

19Dopartomon Agoma RI, Op.cit, hal. 164.
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Menurut Dr. Haliman, SH. disebutkan, bahwa sesung-
guhnya pcrang sebagai hukuman adalah tidak topat, oleh
karena hukuman ini tidaklal: diucapkan atau di putuskan
oleh Haokim yang mompriksa dan mongadili suatu porkara
tindak pidana yang terbukti di dalam sidang serta meya-
kinkan.?9 Tetapi di dalam buku-buku figh,para Ulama' se-
cara ijma' telah borpendapat, bahwa terdapat tindak pi-
dana pemberontakan (bughot) yang dilakukan oleh segolong

an kaum muslimin mestilah dilakukan penumpasan dengan
momrangl mereka itu.?d Deugan kata lain memerangi mere-
ka itu wajib hukwmmya. \

Dengan demikian dapatlah diambil ke simpulan, bahwa
momcrangi terhadap sezolongzan orang yang memerangl atau
mongadakan pemberoutakan adalah merupakasi suatu  bentuk
hukuman. Dasar hukum dari pada dellk pemberontakan atau

. bughot terdapat dalam firman Alluh surat Al-HuJurat ayat

9.

Adapun mengenai diwajibkannya mecmbunuh pemberontak
yang molakukan tindak pidana pemborontakan, adalah harus
memcnuhi syarat-syarat scbazanimona yang telah disyarat -
kan oleh para Ulama' yaitu Barang silapa yang - molakukan
untuk morobaill peracuran huicam atau pome rintahan dengan
keluatan, atau menzihalangl untuk taat kepada pemnrintah
dengsan kekuatai, dan tindak pidana nengarah kepada ben-

tuk perlawanan terhadap peraturan hukum dan bukan meng-

arah kopada peraturan kemasyarakatail. 22

204 l4man, Dr.SH, Hukun Pidang Syuri'at Isiam NMenu
rut Ajaran Ahli Sunnah wal J__agg'gh, Bulan Bintang,Jakar-

ta, 1977, hal. 263.
2liyhammad Syarbini Chotib,
1958, hal. 123. :

22)bdul Gadir Audah,

Mughnil Muhtaj, Kairo,

> hal. 545.



&8
Jadi hukuman yang dijatuhkan kopada pomberontak
cukup berat, bilo tidak domikion, mdko akan timbul fig
nah, don kekacauan sortc ketidok stabilan dalam negara.
Dan akhirmya akan wongokibotkan kogelisahan dikalanzan
msyarakat serta akan menghambat proses pembangunan.
Tindakan keras tersebut tidaok lain adaloh hukumon mae
ti,23
linl ini didaserkoiu kopada hadits habi ynng berbunyi

aadiy 15 a5 3 pay 0 ag Bk o lslo LU el e

artinya: carang siapa yanz wengaugkat hkopala  legara
dongan persotujuan dan kosetiaonnya,moka taat
labh ia sedopat mungkin, kolou datang orang
lain mompersongketakan kekuasasn Kepala llega-
ra torsebut, maka potong loher orong itu.<b

voungan demikicn jeluslah, bagl morckn yang me-
lakukan pomborontokan, hukumannya adalah hukuman mati
dan hukuman mati oadalah sesual dengon perbuatan yang
dilakukan, yong tolah wonimbulkan kekacauan dan  koti-
dak stabilan dalam kehidupon bernegara. Sebagnimana
yang dikatakan oloh a. idanafi, wid. bahwa terhadop Jo-
rimh-jorimeh yong dilakukan karem diporlukan oleh
pomborontakan dan poperangan, moka dikonakan  hukuman
mati .25

zalianafi, Ae MA, Up,cit, bhal.

lmom swelim, shohibul suelis Bievarhln owaud,
Darul Fikri, deirut, Cet. Ii, Jusz XIL, hal. 233.

25anafi, Ae Ma, Upecit, hole 32.



99

Apabila penycrang atau pemberontak betul - betul
telch mongadakan penycerangan atau pemberontakan  ter-
hadap Pemerintah yang sah, maka monurut Islam,Pemerin-
tah yang sah terscbut diperbolchkan mengadakan pemba-
lasan, deml untuk momportahankan keutuhan Negara darl
scrangan kaum penyerang yang ingin menggulingkan Peme-~
rintah yang sah. Sebagaimana difirmonkan oleh  Allah
dalam surat Al Bagarah 190 yang borbunyi:

PRCIPCRJRpE 3 EY RN U | I G Y ORI O N ET U

Artinya: Dan perangilah olchmu dijalan Allah terhadap
moroka yang momerangimw, namun janganlah me-
langgar batas, sesungguhnya Allah tidak  me-
nyukal orang-orang yaig mclanggzor batas.?

Oleh karema itu, bohwa orang yang pertama meme-
rangi pemberontak, yakni kaum murtad diantaranya,ialch
Abu Bakar Shiddiq, dan orang pertama memerangi pembe-
rontak bukan murtad ialah A11.27

Terhadap agressor/ponycrang yang ingin mengguling
kan Pemerintahan, maka Islam tidok segan-segan  untuk
mongambil tindakan tegas terhadap mercka. Tindakan per
tamo dengan memberi penjclasan, dun perlu dengan anca-
man, yang dinamcakan oleh fiountgomery Watt sebagal "in-
tolectual attack". Tetapi apabila segala ancaman dan
peringatan sudah tidak diperdulikan lagl, borulah ke-
kerason sonjata disuruh bersuara, yang dinamakan olch
Mountgomery Watt dengan "physlcal attack“.28

26Departem:n Agame RI,  Upze.cit, hal. L6
274214man, Dr. SH, Op.cit, hal. 263.
28 . imnl Abidin Ahmad, Op.eit, hal. 186.
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Adapun bentuk sanksi yang diborikan oleh Nabi ke-
pada pembangkang yang menycrang negara atau agressor,
sebogaimana yang dilakukan oleh penghianat Yahudi yang

- menyerang Rasulullah saw. maka selesal peperangan mo-
reka dikeluwarkan dari warga negara, dan diusir dari da-
crah negara Islam.??

Dan Juga terhadap kaum munafiqin yang  mempunyai
rasa iri hati dan berdendam untuk menjatuhkan Negara
Islam, maka terhadap mercka yang telah dipatahkan ke-
kuatannya seorang deml scorang, tidaklah dimaklumkan
peperangan. Golongan ini disapu bersih, demi keselamt-
an Negara dan umat.BO

Hal ini #telah disebutkan dalam salah satu hadits
Nabi saw. yong berbunyd:

J*+~——*ﬁjiafﬁ fo‘JJ‘ d}‘“.JUJ;K} ‘v Ne) d)—ﬁJ‘)ﬁJl’
dassels wm ik, 3 athL» Glg-rah_lschu, LJLfJ_J j;;f,

¢
))tha_-;u U.‘u,ra_.\.(u__a.;_._l\ S gy ¢ ‘_U‘ ‘J}-*'J Ul?|)
(Pl aly, ) Sama_JL
Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata: Bahwa kaum Yohudi
suku Bani Nudhir dan quraizab, meworangi Rasu-
lulluh saw. sebab itu Rasulullah mengusir suku
Bani Nadhir dan membiarkan suku bani Quraizah

tetap (di Madinah) scrta nemberikah kelapangan
kepada mereka sampail suku Hunaizah meme rangi

“I1pid, hal. 187

391414, nal. 187.
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pula scsudah itu. Lalu beliau memerintahkan su-
paya kaum laki-lakinya dibunuh dan kaum perem-
puan, anak-anak dan harta benda mereka dibagi-

kan (sebagai rampasan perang) kepada kaum mus-
limin. Tetapi sobagiannya ada yang menglilkutl
Rasulullah saw. mereka terjamin keamanannya dan
memeluk Agamn Islam, Easulullah mongusir selu-
ruh orang Yohudi iladinah, itu suku Bani Qoi-
rugo' (laum Abdillah bain Salam), kaum Yahudi
suku Bani Haristah dan segenap kaum Yahudi yang
ada di Madinah. HK, Muslim.31

Dengan demikian dapat ditarik ke simpulan, bahwa

sanksi yang diberikan kcpada kaum penyerang atau pembe-
rontak mnurut hukum Islam ialah dikelunrkan darl warga
negara dan diusir dari daerah negara dengan mencabut ke-
wargnan nesara mercka.
Dan apabila perlu, moka diadakan pembersihan terhadap
mereka yong ingin merjatuhkan pemerintahan Negara  yang
sah. Vlindakan ini tak luin adalah demi keselamatan — Ne-
gara dan bangsa dari ganzguan kaum pemberontak.

Jadi penyerangan yang dilakukan terhadap kaum pem-
bangkang tersebut adalah semata-mata bersifat  politik,
bukan bersifat kcagamaann, maka dalam Islam morupakax'x_ Si=-
atu kewajiban bersama untuk menangani masalah ini.Karena
Islam menganjurkan untuk membela Negara dan  konstitusi
(pemorintah yang sah) demi terpeliharanya Negara dari ke
kacauan dan sekaligus terpeliharanya bangsa/rakyat dari
ke zaliman kaum penyerang.

Di atas telah disebutkan, bahwa bontuk hukuman ba-
gl pelaku tindak pidana makar dalam hukum positif yaitu
hukuman mati dan hukuman penjara.

3lp.chruddin Hs, Terjemohdn lodits Shohih Muslim,
Bulan Bintang, Jakarta, Cet. V, 1980, hal.168-169.

32Zain.:xl Abidin Ahmnad, Cp.cit, hal. 189.
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cSedangkan dulaw hukum lglam hukumpn mati bagi para
pelaku femborontokan adelah sobagal ta'sir, don hol ind
adalah sebasei peugecualicn. Ulch kareno dalam hukuman
ta'zir tidak bolch ada pewotongan anggota dbadan ata uong
hilangkan yawa, tapi dijatuhkennya hukumen mati bagi po-
laku tindak pidant pemberontakan adalah didaosarkan kepa-
da kepontingan umum yang acushendaki domikian,hanya saja
pelaksancanuya tidak boleh diperluas. danya ada lima per
buatun pidens yaug dibolehkan untuk monjatubkan hukumsn
wati sebaogai hukuman ta'gir, ccbagaimona dikatakan olch
Honafi, #i, bahwa: di lucr to'szir hukumcn mati hanya di-
kenokan terhadap porduaten-porbuatan zim, songguan ko-
amanan, muirtad, pemberontokan don pembunuhan sow,nja.”

Jadi hukuman mati yaug ditorapkan oleoh Hukum Posi-
tif dolom hukum islam terhadap para polaku tindak pidana
poemborontakan adalah sejalon.

Ldapun alasan yauy dikomukokan oleh para  sarjona
hukum positif ialah bobwa hukuwman mati morupakan cara
youg baik unutuk soamborantas ko Johatan dan sengocilkan sg
.ma sekali jombuntepcmbuat yang berbahaya dari lingkungan

msyarakot. alasan terscbut tidak borboda dox.gan alasan
yang dikemukokan oleh para fuqoha', 34

vengei wencrapkan hukuwon mati bagl para  pelaku
pcubcrontakar, moka lslam telah monentuken cara untuk
welindunzi wsyorokat doard ke jehaton pomberontakan, agar
tercipta ketenaugon dan kestabilan. '

Valam hodits wabil saw. disobutkan:

s 54 1 et 23 gam oYY LY Jas e Y
MJ’JJ‘MMMMJ’JJRM
o sV Gl Jaas gy AU rotmsd ¢ NVl

33 ’ o o
Hanafi, ae s, cit, hale 326.

31‘ 9.}’1.'“.,_!
ibid, hal. 326.

.
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Artinya: Tidak halal membunuh seorang Muslim  kecuali
karena tiga kesalahan: Orang muhshon(yang per
nah beristeri/bersuami) yang berzina,maka di-
rajam, sescorang yang membunuh seorang muslim
dengan sengaja, dibunuh pula dan seorang yang
keluar dari Islam dan ia kemudian memerangi
Allah dan RasulbNya, maka ia boleh  di bunuh
atau disalib, atau dibuang ke suatu tempat.35
Dalam 1slam tidak pernah diajarkan untuk e ng-
adakan sistim penjara dalam menjatuhkan sanksi bagi
para pelaku tindak pidana, sebab kenyataannya penjara
tidak dapat meuckan sampai seminimal mungkin terhadap
laju perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Untuk itu
perlu diperhatikan gogasan yong telah dikemukakan oloh
Prof. Dr. Hazairin, on, uzlem sistem pidananya yang ia
namakan Kegara tarpa penjara. Hal ini adalah untuk mee
nunjukkan penyakit parah di bidang ke jahatan dalam du-
nia ini, dan disamping itu untuk menghadopi penyakit
parah tersebut . 3°
Scbagaimana dikemukakan, bahwa bagaimanapun juga
bagusnya peraturan kepenjaraan, tidak ada orang yang
berfikiran halus maun menrnyamckar don mensetarafkannya -
dengan cuatu lembaga pendidikan ahlak yang sesungguh-
nya. Tidak adza orang yang merasa mendapat ketentraman
dan keteranzan jiko berdiam beberopa lama di dalam pem
jara. Karena itu penjora mestilah dilnpuskan.37
scelanjutnya beliau mengatakan, balwa Negara tan-

pa ponjara toelah dimmlai 131/2 abad yang lampau  oleh

35Syeikh Mahmoud Syaltout, Prof.Dr, Islam Agidah
Wasy-Syari'ah, Terjemghan Prot.H.Bustami A. Gani  dan
Djohar Bahriy LAS, III, Bulan Bintang, Jakarta, 1980,
hal. 165.

364az0irin, Prof.Dr.SH, Tujuh Serangkai Tentang
Hukum, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hal. 3.

371big, hal. 2.
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Muhammd saw. berdasar atas kemauan Alloh yang disam-
paikan kepadanya melalui ayat-ayat Al-QGur-an yang me-
ngatur hidup kerohanian dan kemasyarakatan.Karena itu
mengatur pula hukum perdata dan hukum pidana bagi me-
reka, ternyata sungguh-sungguh tidak pernah menetap-
kan wajibnya hukuman penjara. wur-an tidak pernah me-
wajibkan umat Islam menyediakan penjara, malahan ti-
dak pernah menganjurkan atau mengajarkannya, karena
Gur-an tidak ada mengandung scbuah pelanggaranpun
yang atasnya harus dikenakan hukuman penjara ataupun
hukuman kurungzm.3 8

Dari keterangan-keterangan dan pendapat - pen-
dapat ahli hukum tersebut di atas, maka dapat diambil
kesimpulan, bahwa hukuman penjara tidak dapat memper-
baiki watak manusia, malah sebenarnya dari penjara itu
lah manusia akan lebih jahat lagi. Hal ini terbukti
masih banyak orang yang kcluar dari penjara tapi ma-
sih melakukan ke jahatan atau dalom istilahnya dinama-
kan recidivist. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman -
nya dalam hukum positif masih terlalu ringan dan ku-
rang mcncerminkan keadilan, sehingga ancaman . hukumon
tersebut tidak menmpunyai dampak positif yang  berupa
daya pendidikan atan penakut yang menyebabkon terpi-
dana dan lain akan khawatir untuk melakukan ke jahatan
lagi.

Kita ambil contoh ancaman hukuman seumur hidup,
sebagaimanns dikatakan olch Prof.Mr. Rocslan Saleh ’
balwo dalam praktek sering sekali pidana penjara se-
unur hidup itu dengan grasi lalu dirubah menjadi pi-
dana penjara selama enam tahun berturut-turut, dengan
berkelakuan baik terus menerus;, maka dapat diusulkan

381p1d, hal. 4e



105

supaya pada terhukum diberikan grasi dengan merubah
pidana tcrsebut menjadi pidana penjara sementara wok-
tu. Selanjutnya setelah pidana penjara seumr hidup
itu dirubah menjadi pidana penjara  dua puluh tahun,
maka jika terhukum juga berkelakuocn baik terus- mene-
' rus, tiap-tiap tahun (pada tanggal 17 Agustus)padanya
dapat pula diberikan remisi atas lamanya pidana itu
paling banyak satu tahun.3?

Dari uraian di atas dapatlah diambil ke simpulan
bahwa ancaman pidana seumur hidup pun bisa mcn;judi
hukumon ringan, yoiltu hukuman penjara dalam waktu
tertentu (terbatas). Ini berarti tidak sesuail dongan
bentuk ke jahatan yang tclah dilakukan,sebagpimana an-
camn hukuman ponjara seumur hidup dalam pasal-pasal
makar dalam KUHP yang pada pokoknya dijatuhkan kepada
mereka vyang ingin wenmurunkan Negara dari dalam dan
meuggulinzkan Pemerintahan yang sah.

Kalau kita lihat, bahwa bentuk ke jahatan yang
diancam hukuman penjora seumur hidup, itu termsuk
katagori ke jaohatan-kejahaton yang paling berat. Tapi
ancaman hukuman seumur hidup yang dapat menjadi huku-
man penjara dalam waktu tertentu adalah tidak sctim-
pal dengon ke jahatan yang telah dilakukan. Karcna ti-
dak meunutup kemungkinan bagi pemberontak atau mereka
yang telah mengadakan penyerangan, setclah keluar da-
ri penjara mercka menghinpun kekuata: bara dan nenge-
adakan pemberontakan lagi.

Dr. Abdoerroocetf, SH dalam bukunya, bahwa suatu hukum-

an itu merupakan suatu serangan langsung terhadap naf
su menyelamatkan diri, sewaktu akan menangkap seorang

39Roe glan Saleh, Prof.Dr, Stolsel Pidang Indone
sig, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 17.
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penjahat sudah jelas, bahwa yang diserang dengan penang-
kapan itu adalah keselamatan diri sipenjahat itu, yang
tentu sagja disambut pula oleh emosi agresi pada pihak

penjahat yang berkemian. Kalau kekuatan pihok orang yang
- hendak menangkap melebihi dari kekuatan penjahat itu,ma-
ka penjahat itu terpaksa meneckan emosi agresinya kebawah
sadar, dan dic renyerahkan dirinya. Totapi hendaklah di-
ingat bahwa emosi agresi yang ditekan kebawah sadar itu
tidaklah lenyap.ho

Karena itu hukum Islam tidok wengenal atau mewajib
kan hukuman penjara bagi orang yang telah mclakukan tin-
dak pidana karena daiam Hukum islam tidak ada bentuk tin
dai¢ pidana yang diancam hukumen penjara, apalagi hukuman
seumur hidup. '

Hel ind bukan borarti islam tidok wengenal penjara
sam sekall. Yapi hukwman penjara dalam Islam hanya di-
pakail untuk menahan seseorang yang dituduh melakukan tin
dak pidana, sebagaimana yang telah dilakukan oich Rasu-
lullah Muhammad saw., dimana beliau pernah menahan s@=-
orang tertuduh selama sehari semalam, sesuai dalam sabda
nya disebutkan: ’

A P 1] et [P S T E P 1T S, B
J.:J‘_,h.l‘oﬁ L_L..J.Lr, ‘J‘J\.J:L'L_“‘ '&.Lg.__.‘) L}._»L.A.A..JU: d>

(et ooty ) Gha o NL

Abdoerrocet, Dr.ch, Al-yur-on don Iimu Hukum,
Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 14k,
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Bahwa Nabi Mu-
hammad saw. menahan seseorang dalam suatu tudu
han selomd sehari semalam dengen harapan  dia
mau melahirkan kebenaran dengan mengaku terus
terang (H.R.Ibmu wos).4l |

Jadi hadits tersebut di atas dapat dipakai seba-
gai dasar bahwa penjara pada msa Rasulullah saw. dipa-
kai bukan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana, tetapil dipakai sebagai tempat un-
tuk menahan seseorang yaung perkaranya akan diproses.

Lblpatchur Rahman, Drs, Hadits-h g _per-
adilan Azana, Bulan Bintang, Jalcarta, 1977, hal. 204.




